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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan. 

1. Implementasi informed consent di Rumah Sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe 

sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan Undang-undang Nomor 44 

Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pelaksanaannya informed consent 

ternyata  informed consent dirumah sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe masih 

minimnya di tenaga kesehatan sehingga dalam meminta persetujuan 

tindakan medis pada pasien, pasien tidak memahami sepenuhnya 

penjelasan dari dokter. 

2. Kendala-kendala Dalam pelaksanaan informed consent pada tenaga medis 

yang tiap harinya dokter memeriksa pasien dengan jumlah yang banyak 

sehingga pelaksanaan pasien kurang memahami informed consent tersebut, 

tenaga kesehatan (perawat,bidan) yang diberikan delegasi dalam melakukan 

informed consent hanya menjalan sesuai dengan perintah tanpa melihat 

sebab akibat  yang akan ditimbulkan, pasien dan keluarga yang kurang 

memahami tentang kesehatan sehingga pasien terhambat pada pendidikan 

atau ilmu pengatahuan dan kebiasaan dari pasein mengunakan jasa non 

medis. 
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5.2 Saran. 

1. Sebaiknya tenaga rumah sakit dalam hal ini dokter ditambah jumlahnya 

agar dalam pelaksanaan tindakan medis dan informed consent dapat 

dijalankan dengan baik. 

2. Dokter yang menjalankan informed consent ini dapat memberikan 

penjelasan pada pasein dengan bahasa yang dapat dimengerti dan 

dipahami agar pasien dapat mengambil keputusan dengan benar. 

3. Setiap pasien harus memberikan informasi yang jelas dan benar tentang 

suatu penyakitnya agar dokter pada saat memberikan informed consent 

dapat memberikan penjelasan mengenai tindakan medis yang sesuai 

dengan penyakit pasien 
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